
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR 48 TAHUN 2009 

TENTANG 

PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN,  

DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG  

BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi, perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan 
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan 
Berbahaya; 

 
Mengingat : 1. Pasal 5  ayat (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang 
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan 
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219); 

  
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN  PEMERINTAH  TENTANG PERIZINAN 

PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, 
PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU 
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERISIKO 
TINGGI DAN BERBAHAYA. 
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BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang  dimaksud dengan: 

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 
berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian 
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi 
dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi 
keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

2. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah 
dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti 
kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, 
dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 

3. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, 
pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan 
perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi. 

4. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 
yang digali, disusun dan dikembangkan secara 
sistematis dengan menggunakan pendekatan 
tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik 
yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun 
eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala 
alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu. 

 

 5.   Teknologi. . . 
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5. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau 
produk yang dihasilkan dari penerapan dan 
pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan 
yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan 
kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu 
kehidupan manusia. 

6. Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau 
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang 
Berisiko Tinggi yang selanjutnya disebut Kegiatan 
Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi, adalah 
kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau 
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
karena sifat dan/atau konsentrasinya, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, dapat 
membahayakan, mencemarkan dan/atau merusak 
lingkungan hidup manusia serta mahluk hidup 
lainnya. 

7. Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau 
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang 
Berbahaya yang selanjutnya disebut Kegiatan 
Litbangrap Iptek yang Berbahaya, adalah kegiatan 
penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi 
menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, 
kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan 
bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi 
merugikan negara. 

8. Pemohon Izin yang selanjutnya disebut Pemohon 
adalah perguruan tinggi, badan usaha, lembaga 
penelitian dan pengembangan, lembaga swadaya 
masyarakat, dan/atau perorangan yang melakukan 
sepenuhnya dan/atau sebagian Kegiatan Litbangrap 
Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

9.   Perizinan . . . 
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9. Perizinan adalah seluruh proses pemberian izin 
Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan 
Berbahaya yang diberikan oleh instansi pemerintah 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

10. Instansi Pemerintah yang Berwenang adalah 
instansi/lembaga pemerintah yang lingkup tugas 
dan fungsinya mempunyai kompetensi dan 
kemampuan ilmiah dalam melakukan pengawasan 
dan pengendalian kegiatan penelitian, 
pengembangan, dan/atau penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan subyek 
dan obyek perizinan. 

11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang penelitian, 
pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 

 
 

Pasal 2 
 

Perizinan pelaksanaan Kegiatan Litbangrap Iptek yang 
Berisiko Tinggi dan Berbahaya ini bertujuan: 

1. menghindari penyimpangan, dan/atau 
penyalahgunaan Kegiatan Litbangrap Iptek yang 
Berisiko Tinggi dan Berbahaya; 

2. menjamin dan melindungi kepentingan pelaksana 
Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan 
Berbahaya, masyarakat, bangsa, dan negara, serta 
keseimbangan tata kehidupan manusia dengan 
kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

 
 
 
 BAB II . . . 
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BAB II 

PERIZINAN 

 
Bagian Pertama 
Kewenangan 

 
Pasal 3 

 
(1) Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan 

Berbahaya hanya dapat dilakukan atas dasar izin 
tertulis dari pemerintah. 

(2) Izin tertulis  dari  Pemerintah  sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pimpinan 
Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menteri. 

(3) Pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian terhadap 
persyaratan, serta subyek dan obyek Kegiatan 
Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan 
Berbahaya.  

 

 

Pasal 4 
 

Menteri dapat memberikan izin Kegiatan Litbangrap Iptek 
yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, dalam hal: 

a. permohonan izin yang melibatkan 2 (dua) atau lebih 
Instansi Pemerintah yang Berwenang; dan 

b. kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau 
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
tidak ditangani Instansi Pemerintah yang 
Berwenang. 

 
 
 Pasal 5 . . . 
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